
Konektivitas jalan di wilayah Sumatera mengalami hambatan akibat kerusakan yang terjadi
pada jalur sentra produksi dan jalur logistik di Sumatera yang telah berlangsung cukup lama.
Kerusakan jalan tersebar di wilayah Sumatera Utara, sepanjang kawasan pantai timur
Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung. Persoalan ini mengemuka setelah Presiden Joko
Widodo melakukan kunjungan melihat ruas Jalan Gunting Saga-Teluk Binjei di Labuhan Batu
Utara, Sumatera Utara pada tanggal 17 Mei 2023. Karena keterbatasan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), maka selama ini pemerintah daerah (Pemda) cenderung
melakukan perbaikan jalan secara parsial/tambal sulam dan seadanya. Akibatnya, jalan yang
baru diperbaiki akan rusak kembali beberapa bulan kemudian. Bahkan di beberapa ruas jalan,
warga berupaya memperbaiki jalan secara swadaya, tetapi akan kembali rusak karena tidak
diperbaiki sesuai standar. Kerusakan jalan ini kemudian berlangsung selama bertahun-tahun.

Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jalan rusak terparah di Indonesia. Kerusakan terjadi
baik di jalan nasional, di jalan provinsi, maupun di jalan kabupaten/kota. Dari 2.600 kilometer
jalan nasional di Sumatera Utara, ada 10% diantaranya dalam kondisi rusak (260 km). Dari
3.005 km jalan provinsi, ada 11% diantaranya dalam kondisi rusak (340 km) dan dari 33.000
km jalan kabupaten/kota, ada 39% diantaranya dalam kondisi rusak (13.000 km). Salah satunya
ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara. Sementara di wilayah
Sumatera Selatan, sekitar 50% ruas jalan dari Palembang ke Tulung Selapan, Kabupaten Ogan
Komering Ilir mengalami kerusakan, yaitu sepanjang 100 km. Jalan rusak ada di 3 kecamatan,
yaitu Pampangan, Pangkalan Lampan, dan Tulung Selapan. Di wilayah Jambi, dari 1.300 jalan
nasional, 10% diantaranya rusak (130 km). Kemudian dari 1.030 km jalan provinsi, 25%
diantaranya rusak (250 km). Dari 10.000 km jalan kabupaten/kota, hampir 50% jalan rusak
(4.600 km). Sedangkan di wilayah Lampung, terdapat 15 ruas jalan rusak.

Truk-truk bermuatan lebih (overloading) menjadi faktor penyebab terbesar kerusakan jalan di
ruas Lampung-Palembang. Truk-truk dengan roda belakang sedikit tetapi dengan beban yang
besar memiliki daya rusak yang tinggi terhadap jalan. Menjaga kualitas jalan sesuai umur
rencana dengan pembatasan beban kendaraan yang melintas akan menghemat pengeluaran
negara. Mengingat kerusakan jalan terbanyak ada di jalan kabupaten/kota (jalan daerah), maka
Pemda perlu melakukan pembatasan muatan kendaraan yang melintas disertai denda bagi
yang melanggar. 

Kerusakan jalan menimbulkan kerugian. Tanpa alternatif akses yang menghubungkan
antardaerah, kerusakan konektivitas mengakibatkan mobilitas masyarakat menjadi terganggu
dengan bertambahnya waktu tempuh. Sebagai sentra pertanian dengan hasil utama kopi,
sawit, holtikultura, dan jeruk, maka kerusakan jalan ini mendorong semakin mahalnya biaya
angkut akibat bertambahnya kebutuhan bahan bakar minyak. Daya saing produk pertanian
menjadi turun. Kondisi ini akan memicu ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya
menyebabkan inflasi. 20
23
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Sumber

Kinerja pemerintah dalam penanganan terhadap buruknya konektivitas/
infrastruktur jalan daerah di Sumatera perlu menjadi perhatian Komisi V DPR RI,
karena sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Percepatan peningkatan konektivitas jalan
daerah ini sangat memberikan manfaat dalam mendorong perekonomian
nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan mengintegrasikan
dengan sentra ekonomi dan membantu pemerataan. Komisi V DPR RI perlu terus
memantau pelaksanaan percepatan penanganan infrastruktur agar dapat
berjalan dengan baik. Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk
mengatasi persoalan perbaikan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah
nusantara, dan memprioritaskan pada daerah yang memiliki tingkat kemantapan
rendah, terutama untuk ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan akses keterisolasian. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI juga
mendorong pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah agar
membenahi persoalan infratruktur jalan yang berkualitas untuk memajukan
kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi daerah.
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Pemerintah berupaya melakukan perbaikan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Instruksi
Presiden No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil
alih perbaikan jalan tersebut dengan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), khususnya jalan yang merupakan tanggung jawab Pemda namun minim memiliki
kemampuan keuangan. Perbaikan jalan daerah yang menjadi prioritas pemerintah dengan
alokasi anggaran APBN sebesar Rp14,6 triliun akan dimulai bulan Juli 2023, setelah dilakukan
pembahasan anggaran dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk ruas jalan di
Sumatera Utara, Pemda melalui APBD juga diharapkan perannya untuk bersama-sama
pemerintah melakukan perbaikan jalan. 
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